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Recall terhadap anggota DPR dilakukan oleh partai politik yang menaunginya
sebagaimana diatur pada pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-undang MD3. Hal ini
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu hal tersebut juga
dipandang sebagai sebuah pengikisan nilai demokrasi sekaligus pencederaan
terhadap hak-hak konstituen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana pengaturan dan penerapan
Hak Recall anggota DPR yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan
demokrasi. Masalah yang diteliti adalah mengenai pengaturan Hak Recall
menurut peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah
Pendekatan Undang-undang yang didukung oleh sumber data sekunder. Tehnik
analisis dilakukan dengan menghubungakan data dengan teori-teori yang ada.

Dari hasil penelitian mekanisme penerapan hak recall yang akan datang dapat

dilakukan dengan 3 cara, yakni Recall melalui badan kehormatan, Recall melalui
rapat paripurna DPR atau Petisi oleh rakyat melalui lembaga hukum.
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